WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

KODE LOKASI BARANG MILIK DAERAH

PADA PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 158 Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode
Lokasi Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri
D);

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);



Menetapkan

10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita
Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 seri D).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE LOKASI BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGELOLA BARANG, PENGGUNA BARANG DAN
KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DUMAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai sebagai
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Dumai.

4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

8. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah
sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah kode lokasi barang milik
daerah.

BAB III
KODE LOKASI

Pasal 3

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan
bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kode lokasi yang
menggambarkan lokasi masing-masing barang milik daerah.

Pasal 4

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
c. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kode 12); dan
d. barang milik lainnya(kode 13).



(2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk
memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan
penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.

(3) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode
lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah
dan penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf c¢, dan huruf d,digunakan oleh pemerintah
provinsiapabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang
milik pemerintah kabupaten/kota, dan barang milik lainnya yang
berada pada pemerintah provinsi.

(5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah
kabupaten/kota apabila terdapat barang milik pemerintah pusat,
barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang
berada pada pemerintah kabupaten/kota.

(6) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah
kabupaten/kota apabila terdapat barang milik pemerintah pusat,
barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang
berada pada pemerintah kabupaten/kota.

(7) Contoh pengaturan kode lokasi digit sebagaimana tercantum dalam
lampiran I Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8) Pengaturan kode lokasi barang milik daerah Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

(9) Pengaturan kode pengguna barang Pemerintah  Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(10)Pengaturan kode kuasa pengguna barang Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pengaturan kode
lokasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran 41A
dan 41 B Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Oktober 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto
ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 29 Oktober S2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto
M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 36 SERI E



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG KODE LOKASI BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGELOLA BARANG,
PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DUMAI

PENGATURAN KODE LOKASI

Kode lokasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka /digit yang terbagi dalam 7 (tujuh)
level dengan susunan sebagai berikut:

XX XX XXX XX XXX XXX XXX X].[X|XIX]X|X

Dua angka/level satu : menunjukkan kode status kepemilikan barang.

Dua angka/ level dua : menunjukkan kode barang Intrakomptabel atau barang
Ekstrakomp tabel.

Dua angka/level tiga : menunjukkan kode provinsi.

Dua angka/level empat : menunjukkan kode kabupaten/kota.

Enam angka/level lima : menunjukkan kode pengguna barang atau pengelola barang.
Lima angka/level enam : menunjukkan kode kuasa pengguna barang.

Lima angka/level tujuh : menunjukkan kode sub kuasa pengguna barang.

Penjelasan:

a.

Kode status kepemilikan dan pemberian kode status kepemilikan barang meliputi:
1. barang milik pemerintah pusat (kode 00) ;

2. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);

3. barang milik pemerintah daerah kabupaten/kota (kodel2);

4. barang milik lainnya (kode 13).

Kode barang Intrakomptabel atau barang ekstrakomptabel meliputi:

1. Barang Intrakomptabel yaitu aset yang memenuhi kreteria kapitalisasi (kode 01);

2. Barang Ekstrakomptabel yaitu berupa aset yang tidak memenuhi kreteria
kapitalisasi (kode 02).

Kode provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode dan data
wilayah administrasi pemerintahan.

Kode kabubaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur kode
dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Kode untuk pengguna barang untuk daftar pengguna barang atau kode pengelola
barang untuk daftar barang pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kode kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kode sub kuasa pengguna barang dapat dilakukan pengkodean apabila lokasi
barang milik daerah masih berada di bawah kuasa pengguna barang dan dapat
dikembangkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pemerintah daerah dan pemberian
kode sub lokasi kuasa pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS




LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG KODE LOKASI BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA
BARANG, PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

KODE LOKASI PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

PENULISAN KODE LOKASI

STATUS KODE KODE KODE KODE PENGGUNA/ KODE KODE SUB KUASA TAHUN PEROLEHAN
KEPEMILIKAN BARANG PROVINSI KABUPATEN/ PENGELOLA BARANG KUASA PENGGUNA BARANG PENGGUNA BARANG
BARANG MILIK KOTA
DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
1 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0
Catatan:

- Barang Intrakomtabel yaitu aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi (kode 01);
- Barang Ekstrakomptabelyaitu berupa aset yang tidak memenubhi kriteria kapitalisasi (kode 02).

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG KODE LOKASI BARANG MILIK
PENGELOLA BARANG,
PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA

DAERAH PADA

BARANG DI LINGKUNGAN

DUMAI

PEMERINTAH KOTA

KODE PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

NO

NAMA PENGGUNA

KODE PENGGUNA

2

4 5

—_

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

—

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

INSPEKTORAT KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI

OO N[O ||k w N

DINAS SOSIAL KOTA DUMAI

—
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL KOTA DUMAI
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

—
—
—
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N

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

—
—

,_.
w

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

—
»

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI

,_.
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DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

—
o

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

—
N

KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI

,_.
%

DINAS TENAGA KERJA DAN TRASNMIGRASI KOTA DUMAI

,_.
©

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI

—
—
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e

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI

H
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DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI

—

N}
N

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI

N}
w@

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI

N}
b

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

N
a

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI

N}
o

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

N}
N

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA DUMAI

N}
o

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI

I}
©

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

w
©

KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
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w
—

KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

—

w
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KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI

[
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KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

[N
B

KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

w
o

KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI

w
o

KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
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WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG KODE LOKASI BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGELOLA BARANG,
PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
DUMAI

KODE KUASA PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

NO
URUT

NAMA PENGGUNA

KODE PENGGUNA

NAMA KUASA PENGGUNA BARANG KODE
KUASA PENGGUNA
BARANG

2

6 7

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI

Taman Kanak-Kanak Negeri 001 Bukit Kapur

Taman Kanak-Kanak Negeri 002 Bukit Kapur

—_

Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota

—

Taman Kanak-Kanak Negeri Medang Kampai

Sekolah Dasar Negeri 001 Bukit Kapur

Sekolah Dasar Negeri 002 Bagan Besar

= O |lWwW|N

Sekolah Dasar Negeri 003 Bukit Kapur

Sekolah Dasar Negeri 004 Bagan Besar

Sekolah Dasar Negeri 005 Bukit Kapur

Sekolah Dasar Negeri 006 Bukit Kapur

Sekolah Dasar Negeri 007 Bagan Besar

Sekolah Dasar Negeri 008 Kayu Kapur

Sekolah Dasar Negeri 009 Kayu Kapur

Sekolah Dasar Negeri 010 Kayu Kapur

—~|lOoO|l]o|]0o|Oo|]O|O|O|O|O|OCO|O|OC|O|O

Sekolah Dasar Negeri 011 Bukit Kapur

Sekolah Dasar Negeri 013 Bukit Nenas

—

— ol | N |s WD

Sekolah Dasar Negeri 014 Gurun Panjang

Sekolah Dasar Negeri 015 Gurun Panjang

Sekolah Dasar Negeri 016 Bukit Kapur

Sekolah Dasar Negeri 003 Pangkal Sesai

Sekolah Dasar Negeri 007 Purnama

Sekolah Dasar Negeri 008 Purnama

Sekolah Dasar Negeri 009 Bagan Keladi

—

Sekolah Dasar Negeri 012 Purnama

Sekolah Dasar Negeri 014 Simpang Tetap Darul Ikhsan

Sl | |N|o|un|H|[W|N

Sekolah Dasar Negeri 015 Bagan Keladi

—_

Sekolah Dasar Negeri 017 Purnama

Sekolah Dasar Negeri 018 Purnama

Sekolah Dasar Negeri 019 Pangkalan Sesai

Sekolah Dasar Negeri 001 Bintan

Sekolah Dasar Negeri 001 Rimba Sekampung

Sekolah Dasar Negeri 003 Sukajadi

Sekolah Dasar Negeri 011 Dumai Kota

Sekolah Dasar Negeri 026 Sukajadi

Sekolah Dasar Negeri 002 Ratu Sima

S|V || N|o|n|H|[wW|N

Sekolah Dasar Negeri 004 Bukit Datuk

—

Sekolah Dasar Negeri 005 Bukit Timah

Sekolah Dasar Negeri 006 Mekar Sari

Sekolah Dasar Negeri 008 Bumi Ayu

Sekolah Dasar Negeri 010 Ratu Sima

Sekolah Dasar Negeri 011 Mekar Sari

Sekolah Dasar Negeri 013 Mekar Sari

Sekolah Dasar Negeri 016 Bukit Timah

Sekolah Dasar Negeri 019 Bumi Ayu

Sekolah Dasar Negeri Binsus Kota
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Sekolah Dasar Negeri 004 Teluk Binjai

—




6

Sekolah Dasar Negeri 005 Teluk Binjai

Sekolah Dasar Negeri 006 Teluk Binjai

Sekolah Dasar Negeri 007 Teluk Binjai

Sekolah Dasar Negeri 009 Tanjung Palas

Sekolah Dasar Negeri 010 Jaya Mukti

Sekolah Dasar Negeri 013 Buluh Kasap

Sekolah Dasar Negeri 014 Buluh Kasap

Sekolah Dasar Negeri 015 Buluh Kasap

Sekolah Dasar Negeri 016 Buluh Kasap

Sl |®|N|o|n|H|[wW|N

Sekolah Dasar Negeri 017 Buluh Kasap

—

Sekolah Dasar Negeri 020 Jaya Mukti

Sekolah Dasar Negeri 021 Tanjung Palas

Sekolah Dasar Negeri 022 Jaya Mukti

Sekolah Dasar Negeri 023 Teluk Binjai

Sekolah Dasar Negeri 024 Teluk Binjai

Sekolah Dasar Negeri 025 Teluk Binjai

Sekolah Dasar Negeri 027 Bukit Batrem

Sekolah Dasar Negeri 028 Sri Pulau

Sekolah Dasar Negeri 001 Teluk Makmur

Sl | |N|([aoju|d|W([IN

Sekolah Dasar Negeri 002 Guntung

—_

Sekolah Dasar Negeri 003 Pelintung

Sekolah Dasar Negeri 004 Mundam

Sekolah Dasar Negeri 005 Pelintung

Sekolah Dasar Negeri 006 Teluk Makmur

Sekolah Dasar Negeri 007 Pelintung

Sekolah Dasar Negeri 001 Lubuk Gaung

Sekolah Dasar Negeri 002 Basilam Baru

Sekolah Dasar Negeri 003 Bangsal Aceh

Sekolah Dasar Negeri 004 Bangsal Aceh

Q|| |N|o|n|[,|[wW|N

Sekolah Dasar Negeri 005 Lubuk Gaung

Sekolah Dasar Negeri 006 Bangsal Aceh

Sekolah Dasar Negeri 007 Tanjung Penyembal

Sekolah Dasar Negeri 008 Lubuk Gaung

Sekolah Dasar Negeri 009 Tanjung Penyembal

Sekolah Dasar Negeri 011 Tanjung Penyembal

Sekolah Dasar Negeri 012 Basilam Baru

Sekolah Dasar Negeri 013 Basilam Baru

Sekolah Dasar Negeri 014 Basilam Baru

Sekolah Dasar Negeri 015 Basilam Baru

Sekolah Dasar Negeri 016 Basilam Baru
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Sekolah Dasar Negeri 017 Batu Teritip

Sekolah Dasar Negeri 018 Batu Teritip

Sekolah Dasar Negeri 019 Basilam Baru

Sekolah Dasar Negeri 020 Batu Teritip

Sekolah Dasar Negeri 021 Basilam Baru

Sekolah Menengah Pertama Negeri Binsus
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

—

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5

Sekolah Menengah Pertama Negeri 6

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 11
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 12

—

Sekolah Menengah Pertama Negeri 13

Sekolah Menengah Pertama Negeri 14

Sekolah Menengah Pertama Negeri 15

Sekolah Menengah Pertama Negeri 16
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2 6 7
Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 0 0 3 1 6
Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 0 0 3 1 7
Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 0 0 3 1 8
Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 0 0 3 1 9
Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 0 0 3 2 0
Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 0 0 3 2 1

DINAS KESEHATAN

KOTA DUMAI Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah 0 0 4 0 0
Pusat Kesehatan Masyarakat Dumai Barat 0 0 5 0 0
Pusat Kesehatan Masyarakat Purnama 0 0 5 0 1
Pusat Kesehatan Masyarakat Jaya Mukti 0 0 5 0 2
Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Kapur 0 0 5 0 3
Pusat Kesehatan Masyarakat Medang Kampai 0 0 5 0 4
Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Sembilan 0 0 5 0 5
Pusat Kesehatan Masyarakat Dumai Kota 0 0 5 0 6
Pusat Kesehatan Masyarakat Bumi Ayu 0 0 5 0 7
Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Timah 0 0 5 0 8
Pusat Kesehatan Masyarakat Kayu Kapur 0 0 5 0 9

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS




